INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBERIAN DAN INVENTARISASI

NAMA-NAMA GEOGRAFIS

MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang : 
a. bahwa sampai saat ini, ternyata sebahagian besar kenampakan rupi bumi (geografis) yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, seperti : pulau, gunung, pegunungan, hutan, bukit, sungai, tanjung, selat, teluk, pantai, lembah, rawa dan lain sebagainya belum mempunyai nama, sehingga sangat sulit membakukan nama geografis dengan tepat dan benar, baik secara nasional maupun internasional;
b. bahwa untuk menjamin tertib Nama-nama geografis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, perlu segera ditempuh langkah kongkrit secara terpadu untuk memberikan nama-nama bagi geografis yang belum mempunyai nama tersebut;
c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menginstruksikan para Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia untuk membentuk Tim Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografis (TPING) di wilayahnya masing-masing sebagai kelanjutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :136/576/PUOD, tanggal 3 Maret 1997, perihal Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografis.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
4. Keputusan Menteri Dalam Neger? Nomor 99 Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan:

1. Resolusi United Nation Confrence on Geographical Names, terutama RESOLUSI 1/4 National Standardization, yang merekomendasikan, antara lain : Tiap Negara harus membentuk Panitia Pemberian Nama-nama Geografi (NATIONAL NAMES AUTHORITY) atau semacamnya, yang mempunyai otoritas dan instruksi yang jelas untuk membakukan Nama-nama Geografi dalam wilayah Negara yang bersangkutan;

2. Hasil pertemuan ke-8 para Pakar Nama-nama Geografi Perserikatan Bangsa-bangsa, atau The 8th  Meeting on Nation Group of Expertson Geographical Names (UNGEGN), Devisi Asia, South-East and Pacific, SouthWest yang diselenggarakan oleh Depdagri bersama-sama dengan BAKOSURTANAL di Jakarta pada tanggal 12-13 Juni 1996.

3. Naskah Kerjasama Nomor 136-1080
Nomor OT.00.02/07-KA/I/97

tanggal 15 Januari 1997 tentang Pemberian dan pembakuan Nama-nama Geografis.

MENGINSTRUKSIKAN:
Kepada:

1. Yth. Sdr. Gubernur se Indonesia.

2. Yth. Sdr. Bupati/Walikota se Indonesia.

Untuk:

PERTAMA:
Segera membentuk Tim Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografi (TPING) sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 136/576/PUOD, tanggal 3 Maret 1997, perihal Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografis, di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang belum membentukhya;

KEDUA:

Melaksanakan pembekalan teknis dan sosialisasi kepada TPING Propinsi dan TPING Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing mengenai JUKNIS Pemberian dan Pembakuan Nama Geografis yang dipusatkan di Ibukota Propinsi;

KETIGA:
Mendorong dan memfungsikan TPING di wilayahnya masing-masing secara optimal, agar dapat dan mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

KEEMPAT:

Menyediakan biaya setiap tahun anggaran melalui APBD masing-masing untuk mendukung :

1) Pelaksanaan tugas Tim Pemberian dan Inventarisasi Nama-nama Geografis (TPING) di wilayahnya masing-masing.
2) Pelaksanaan pembekalan teknis dan sosialisasi kepada TPING Propinsi dan TPING Kabupaten/Kota mengenai Petunjuk Teknis Pemberian dan Pembakuan Nama Geografis sebagaimana tersebut di atas.

KELIMA:

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Menteri Dalam Negeri cq Dirjen PUMDA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BAKOSURTANAL.

KEENAM:

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :23 Agustus 2000

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SURJADI 6OEDIRDJA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Menteri Luar Negeri RI.

2. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional RI
3. Sdr. Menteri Keuangan RI.

4. Sdr. Panglima TNI

5. Sdr. Ketua BAKOSURTANAL.

